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RANGKUMAN IKHTISAR DAN REKOMENDASI
Dengan adanya serangan teroris kedua di Bali, kebutuhan untuk memahami jaringan Muslim militan di Indonesia semakin mendesak. Dua buah peristiwa kekerasan pada bulan Mei 2005 – yaitu terbunuhnya beberapa anggota polisi Brimob di Pulau Seram, Maluku dan pengeboman sebuah pasar di daerah Tentena, Poso – memberikan studi kasus mengenai bagaimana jaringan/network tersebut terbentuk dan beroperasi. Melemahkan jaringan tersebut merupakan kunci untuk mencegah kekerasan berlanjut, termasuk terorisme. 

Di Maluku dan Poso, dua lokasi dimana konflik antar agama yang paling hebat setelah jaman Soeharto terjadi, salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu dengan mengadakan program yang ditujukan bagi mereka yang pernah bertempur (didaerah konflik) dan para mujahidin yang akan bebas dari penjara. Orang-orang ini seringkali menjadi bagian dari jaringan yang merentang luas hingga melampaui dua daerah konflik tersebut. Namun jika mereka dapat di ‘integrasikan kembali’ kedalam kehidupan masyarakat biasa, hasrat mereka untuk membantu para mujahidin di tempat lain di Indonesia, atau terlibat dalam kekerasan, mungkin dapat berkurang. 

Menyikapi masalah keadilan yang lebih luas serta masalah keamanan, mungkin juga dapat membantu.

Studi atas peristiwa Seram dan Tentena mengindikasikan bahwa daerah konflik tersebut masih menjadi rumah bagi “sisa-sisa mujahidin” yang berangkat ke daerah konflik tersebut dari daerah lain di Indonesia untuk bertempur dan tidak pernah meninggalkan daerah itu lagi; yang sudah kembali ke daerah asal mereka namun masih tetap berhubungan dengan orang-orang yang mereka latih maupun orang-orang yang pernah bertempur bersama mereka didaerah konflik tersebut; atau yang direkrut dari daerah setempat dan terus aktif di kalangan mujahidin meskipun konflik sudah semakin berkurang.

Jaringan militan di Maluku dan Poso tetap kuat karena beberapa hal:

· Para anggota dari organisasi-organisasi mujahidin besar di Indonesia – yaitu Jemaah Islamiyah (JI), pecahan maupun cabang dari Darul Islam (DI), KOMPAK dan lainnya -- melihat Maluku dan Poso sebagai daerah dimana “musuh Islam”, termasuk kaum Kristen didaerah tersebut, terus dianggap sebagai ancaman bagi komunitas Muslim;

· Mereka percaya bahwa sebagian dari Maluku dan Poso, namun khususnya Poso, memiliki potensi untuk dijadikan qoidah aminah, yaitu sebuah daerah terlindung dimana penduduknya dapat hidup berdasarkan prinsip Islam dan menerapkan syariat Islam. Dalam pandangan mereka, basis semacam itu kemudian dapat dijadikan benteng untuk sebuah negara Islam. Karena itu, maka Maluku dan Poso terus menjadi fokus bagi upaya dakwah dan perekrutan anggota baru mereka; 

· Bagi sebagian dari mereka yang pernah bertempur di daerah konflik, baik dari daerah setempat maupun luar, kombinasi dari pelatihan militer serta ikut dalam pertempuran, mungkin merupakan pengalaman yang sangat berarti bagi mereka. Sehingga bisa jadi, sulit bagi mereka untuk kembali ke kehidupan ‘sipil’ yang biasa-biasa saja, kecuali ada pilihan lain yang lebih baik; dan

· Adanya konsentrasi para bekas mujahidin di kedua daerah konflik tersebut menarik bagi buronan polisi yang dimasa lalu sudah menemukan network yang siap membantu mereka.

Serangan terhadap pos polisi Brimob di Pulau Seram pada tanggal 16 Mei 2005, secara khusus memperlihatkan bagaimana orang-orang dengan latar belakang yang beraneka ragam dari berbagai network, dapat bersatu dan membentuk sebuah kelompok operatif. Serangan tersebut melibatkan anggota KOMPAK, Darul Islam, sebuah organisasi yang berbasis di Poso, dan kemungkinan juga JI. Namun kelompok penyerang tersebut kelihatannya tidak diorganisir melalui hirarki organisasi apapun. Memiliki pengalaman berlatih dan bertempur bersama-sama di masa-masa awal konflik di Poso dan Maluku kelihatannya lebih penting, dan menjadi prinsip yang mengatur. Ikatan tersebut juga cukup kuat untuk mengumpulkan dari berbagai daerah anggota tim penyerang yang berasal dari Jawa, Sulawesi, Sumatra dan Maluku. 

Peledakan bom di pasar Tentena, yaitu kota yang berpenduduk mayoritas Kristen, lebih misterius. Dalam penyelidikannya, polisi telah menahan lebih dari selusin orang, namun di antara mereka tidak ada yang dijadikan tersangka dan identitas pelaku masih belum jelas. 

Hal ini telah menandakan betapa kompleks jaringan yang terlibat dalam aksi kekerasan yang terjadi baru-baru ini di daerah tersebut. Orang-orang yang terlibat dalam kekerasan lain di Poso tidak hanya mereka yang berada di kalangan para mujahidin, namun juga melibatkan pejabat lokal dan pimpinan geng.

Salah satu kebutuhan di daerah konflik ini adalah usaha penegakan hukum yang lebih baik. Masalah penegakan hukum ini telah ada sejak lama dan bukan hanya terjadi saat ini. Namun perbuatan polisi, khususnya salah tangkap dan memperlakukan tahanan dengan buruk, telah menjauhkan polisi dari masyarakat setempat, dan membuat masyarakat enggan untuk membantu penyelidikan polisi. Kegagalan aparat keamanan di masa lalu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terancam, menjadikan orang-orang yang menjadi hakim sendiri diperlakukan sebagai pahlawan. Jaksa, pengacara dan hakim telah menjadi sasaran intimidasi, dan perbuatan yang lebih buruk lagi. Selain itu, pelaku kekerasan sering dijatuhi vonis tak bersalah yang patut dipertanyakan, atau bergabung lagi dengan jaringan mereka setelah menjalani hukuman yang pendek.

Langkah-langkah yang patut diambil antara lain: perlakuan yang lebih baik terhadap tahanan, pengawasan terhadap peredaran senjata api, koordinasi yang lebih baik diantara badan intelijen, dan hukuman yang serius bagi pelaku tindak kejahatan serius.

Kebutuhan yang lain yaitu melibatkan secara langsung veteran lokal dari kekerasan Poso dan Maluku, untuk mengintegrasikan mereka kembali kedalam kehidupan ‘sipil’. Salah satu kemungkinan yaitu dengan menghubungkan program reintegrasi dengan program ‘asimilasi’. Program asimilasi ini sudah diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, yaitu tahanan yang sebentar lagi akan dibebaskan diijinkan untuk bekerja di luar tahanan pada siang hari, dibawah pengawasan ketat. Hal ini dapat menjadi jalan untuk memperkenalkan jaringan ini kepada lingkungan sosial yang baru, dan pada saat yang sama memberikan mereka alternatif selain kekerasan.

REKOMENDASI
Kepada pemerintah Indonesia:
1. Melakukan sebuah analisa sistematis tentang mengapa polisi dan badan intelijen gagal mendeteksi persiapan yang dilakukan untuk meluncurkan kedua serangan di bulan Mei 2005. Analisa ini dibuat dengan tujuan untuk menghasilkan rekomendasi, yang dapat menjadi masukan dalam penyusunan naskah rancangan undang-undang tentang intelijen dan keamanan, serta sebuah peninjauan strategis terhadap bidang keamanan nasional.

2. Menyusun sebuah program untuk mengurangi jumlah senjata dan bahan peledak di tangan pribadi/swasta di Maluku dan Poso dengan cara:

(a) Meningkatkan pengawasan dan audit terhadap senjata dan amunisi yang di produksi di Indonesia, dan juga persediaan yang dikirimkan kepada polisi dan militer;

(b) Lebih mengintensifkan usaha pengumpulan informasi dalam rangka menemukan tempat persembunyian senjata di daerah konflik; dan

(c) Membentuk program pengumpulan kembali senjata, melalui amnesti atau rencana pembelian kembali. 

3. Meningkatkan hubungan polisi-masyarakat, antara lain dengan menjamin bahwa tersangka yang ditangkap di daerah konflik tidak akan diperlakukan secara buruk selama dalam masa tahanan maupun pada saat interogasi. Dan lebih banyak polisi yang diajukan ke pengadilan dan dituntut dengan hukum pidana, bukan hanya dikenai proses disiplin intern.

4. Meningkatkan upaya penegakan hukum di daerah konflik, sebagian dengan cara menjamin bahwa pengamanan yang memadai akan diberikan kepada jaksa, hakim dan pengacara/pembela, untuk memfasilitasi pengadilan yang adil dan transparan. Selain itu juga menjamin bahwa tindak kejahatan yang dilakukan di daerah konflik akan ditangani dan diperlakukan sama seriusnya seperti tindak kejahatan lain di Indonesia.

Kepada para donor:
5. Bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM, untuk menjajaki pilihan-pilihan apa saja yang dapat dilakukan untuk program reintegrasi yang ditujukan bagi anggota jaringan mujahidin yang berada dalam tahanan, yang bertalian dengan program asimilasi lembaga pemasyarakatan Indonesia. 

6. Untuk menjajaki kemungkinan memberikan pelatihan kejuruan kepada para bekas anggota geng, yang berhubungan dengan ekonomi dan lapangan kerja setempat, namun tetap menjauhkan mereka dari pekerjaan yang berhubungan dengan keamanan.

7. Untuk menjajaki kemungkinan membentuk program pembangunan masyarakat yang secara khusus akan meliputi anggota jaringan kelompok mujahidin, tetapi juga terbuka bagi mereka yang pernah bertempur (di daerah konflik) dari pihak Muslim maupun Kristen.
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